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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 735/HK.06.4-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PULO KECAMATAN KEDUNGTUBAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dengan telah terjadinya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh Saudara AGUNG SUMARSONO
sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pulo
Kecamatan Kedungtuban, perlu adanya
Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara
Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang
Pemberhentian Anggota PPS Desa Pulo Kecamatan
Kedungtuban dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Blora Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
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Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
‘Pemungut'an Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen  Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
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10.

11.

12.

13.

14.

Blora Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-
Kpt/3316/KPU-Kab/1X/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor 1/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2020
Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Blora Serta Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun
2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/11/2020
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blora Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
43/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 Tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 44/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Se Kabupaten Blora Untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/V1/2020 tentang
Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemungutan Suara Se Kabupaten Blora Untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

1. Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Blora Nomor
004 /BawasluProv.JT-04 /PP.00.02/X1/2020, tanggal 25
November 2020;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora, tanggal 29 November 2020.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PULO KECAMATAN
KEDUNGTUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

: Memberhentikan Tetap Saudara Agung Sumarsono dari

anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pulo Kecamatan
Kedungtuban dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Blora Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 30 November 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Salinan sesuai dengan aslinya Ttd,

H CAHYA NUSANTARA

KRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MOHAMAD KHAMDUN
M E\KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum
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